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WALIKOT& SUNGAI PENUH

PROVINSI JAMBI
PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PERUH
NOIEOR 44 TANUN 2016

TERTANG

KEDUDUKAR, SUSE}NAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGST SERTA
TATA KERJA DINAS ROMUNIKASI, INFORMATIXA DAN STATISTIK

. ROTA SUNGAI PENUE
DENGAN, RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SUNGAI PENUH,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peratiiran Daerah Kota Sungsi Fenuh Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Dacrab, periu membentuk Peraturan Walikota tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta; Tata Kegja Dinas’ Komunikasi, Informatika dan
Statiéz_»tik Kota Sungal Penuh; ’ ’

: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tzhun 2008 tentang
Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi
(Lémbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indcnesia Nomor 487 1};

2. Undang-Undang Nomor 5 Tshun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 723 Tahun 2014 tentang
Pemeriniahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Leinbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebegaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua ates Undahg-Undang Nomor 23
Tahun 2014%entang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik indonesia Tshun 2015 Nomor 58,
Tainbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679); i ‘
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4. Peraturan Pemerintah Repubhk Indones:a Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangitat e :
Negara Republik Indonesia Tahun 20 16 Nomor 114);

5. Petaturan. Menteri Komumkas1 dan Informatika
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang
Komumkas1 dan Informatika;

6. Pes'aturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 10
Tehun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran’ Daerah Kota Sungai
Peiiuh Tahan 2016 Nomor IO),

{ .
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L MEMUTUSKAN :
i , _

enetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG
'KEDUDUEAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FURGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOA
INFORMATIKA DAN s-ums'rm KOTA SUNGAI
PENUH.

¥
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BABI
@

alam Peraturan Walikl;ta ini yang dimaksud ,de,ngg;-‘l :
Daerah adalah Kota Sunga1 Penuh.

Pemerintah Daemah ‘adalah. kepala daerah sebaga1 unsur
penyelenggara, Pemermtahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemenntahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah W’ahkota Sungai Penuh,_ _
Sekretaris Daerahada}ah Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh.

. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan
- Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemenntahan. ang menjadi kewenangan Daerah .
4
Dinas adalah Disjas Komumkasg fnformah]sa dan Statistik Kota
Sungai Penuth. ¥

Kelompok Jabatan Fungsmnal adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil
yang diberi hak csan kewenangan secara petsuh oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan keaﬁhannga, diluar jabatan struktural.
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§ BABH ‘
KEDUDUEAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Paséi 2

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan unsur
pelaksana Urusan. Pemerintahan bidang komunikasi, informatika,
statistixk dan péirsandian dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Komunikaéi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas
membantu walikgta melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pénibantuan di bidang
komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

Pasal 3

L

1) Dinas Komumkas1; Informatika dan Statistik dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal /2, menyelenggarakan
fungsi : '

a. penyiapan pemmusan kebijakan teknis di bidang komimikasi,

v

5

informatika, stq.tlstlk dan persandian; |

b. pényiapan pel&sanaan kebijakan teknis ‘di bidang komunikasi,
informatika, statistik dan persandian; i

C. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
komunikasi, mformauka, statistik dan persandian;

d. pemantauan, _évaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan
teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik dan
persandian; = . '

e. pelaksanaan. urusan . kepegawaian, keué.ﬁgan, perlengkapan
hubungan masyarakat, tata usaha serta rumah tangga;

f. pelaksanaan mé.tsan administrasi»dinas; dan =
g. melaksanakan ﬁmg31 lainnya sesuai dengan bidang tugas.

o g" Dalam melaksaz@akarg"f.ttlgas dan fungsi, Dinas innunikasi, informatika
§9 dan Statistik memﬂi%i uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

a. merumuskan peréncanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi,

~ informatika, statisﬁtik dan persandian; v

b. melaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika,
statistik dan persandian; % S

c. melaksanakan pe;‘nbenan bimbingan teknis dan supervisi di bidang

- komunikasi, infor%natika, statist ydan, rsandian;
AR



d. melaksanakan penyusunan norma, standar, brosedur, dan kriteria
di bidang komumkasz, informatika, statistik dan persandian;

perumusan, pela?:sanaan, evaluasi dan pélaporan pelaksanaan
kebijakan di bldang .

1) pengelolaan mel dan asp:rasa publik di lingkup pemerintah
daerah;

2) pengelolaan mformas1 untuk mendukung kebijakan nasional
dan pemenntah daerah;

3} pelayanan mformas1 publik;

4) penyediaan konten lintas sektoral da.n pengelolaan media
komunikasi pz%:tbhk,

5) layanan hubungan medla penguatan kapasﬂ:as sumber daya
komunikasi pabhk dan penyediaan akses mformas1,

6) layanan mﬁ'asgtuktur dasar data center;

8) layanan pengembangan intranet dan: penggunaan akses
internet; _

.vf:
~I':

9) iayanan pengembangan dan pengelolaan aphkas1 genenk dan
spesifik dan s%;plemen yang terintegrasi; -

10) layanan manq;emen data dan informasi e-Government, in cgras1
layanan: pubhk dan kepemerintahan;

11) layanan keamanan informasi e-Government;
12) layanan mste@ ‘komunikasi intra pemenntah daerah kota,
13) layanan namadomam dan sub domain bag1 lembaga;
n sumber daya TIK pemerintah daerah dan

Government Chief Information Officer (GCIO)

vekOsis'tem TIK Smart City lingkup kota;

e enggaraan blmbmgan tekms dan supervisi di
i, in ika, statts’uk dan persandian;
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melaksanakan p&mantauan, evaluasi dan pelaporan di bldang
komunikasi, informatika, statistik dan persand1an

. melaksanakan érusan kepegawa:an, keuangan perlengkapan
hubungan masyarakat tata usaha serta rumah tangga,

mengendahkan uxfusan administrasi;

membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan serta
mengevaluasi pela:ksanaan tugas;

k. menyampaikan laporan kinerja;
melaksanakan refgrmas1 birokrasi di lmgkungan dmas,

melaksanakan pe yanan publik sesuai standar dan penyelesalan
pengaduan pelayanan publik di lingkungan dmas,

melaksanakan: sttem Pengendalian Intemal Pemerintah (SPIP) di
lingkungan dmas,i

melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana
Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) dinas;

melaksanakan penyusunan Laporan Kmelja Instansi Pemermtah
(LKj-IP) dan laporan tahunan dinas;

melaksanakan pengumpulan bahan dan data ‘penyusunan RPJPD, o “
RPJMD, RKPD, LBPD dan LKPJ;

melaksanakan pehﬂam kmeqa pegawal sesual dengan tugas dan

kewenangarmya,

~ penetapan rencana ‘strategis dinas untuk mendukung visi dan misi |
daerah dan kebljakan kepala daerah; b '

pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah
dibidang komumkasx, informatika; statistik dan persandian;

i
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penetapan rencana kerja dinas menurut skala prioritas dan
mendzstnbusxkannya kepada bawahan;

pembinaan dan pelaksanaan tugas dibzdang komunikasi,
informatika, statxs&ik dan persandian; f '

. pelaksanaan pezencanaan dan pengendahan pembangunan
d1b1dang komumkas1, mformatlk& statistik dah persandian;

ngkoordmasaan dan pelaksanaan tugas ' bldang komumnikasi,
informatika, statlstxk dan persandian; -

memberikan saran .dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan
dengan tugas; ¥

iz. melaporkan pelaksanaan tugas ﬁepada atasan; dan
a. melaksanakan tugas kedmasan laign yang dxbenkan oleh atasan.
T




f,z _ Pasal 4

Dinas Komumkam}lnformauka dan Statistik, terdm dari :
kepala dinas; f

.- sekretariat; -_gj

bidang komunikasi dan informatika;

bidang teknologl informatika;

bidang statts’uk dan persandian;

unit pelaksana,tekms dinas; dan

g. kelompok Jabam fungsional.

S -N T

Seln‘etanat d1p1mp1n oleh seorang Sekretans, masmg—masmg bidang
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, masmg—masmg seksi dipirzpin
~ oleh seorang E{epala seksi yang berada dibawah dan
bertanggungjawali kepada Kepala Dinas.

Sekretariat

Pasal 5 = i

. Sekretariat mempunya1 tugas melaksa.nakan koordmam pelaksanaan
. tugas dibidang keté!:ausahaan keuangan, kepegawaian, sarana dan
. prasarana, program. evaluasi, pelaporan dan memberikan pelayanan
. teknis dan admmtstrasz kepada seluruh unit organisasi di lingkungan
dinas serta melaksa.gakan tugas lain yang di berikan oleh kepala dinas

Dalam mclaksanaka.n tugas sebagamana dnnaksud pada ayat (1), ;
Sekretariat menyeleﬁggarakan fungsi : 2

a. penyusunan rencana program dan anggaran, pengumpulan dan
pengolahan data serta ‘pemantauan evaluasi dan pelaporan;

b. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, L umah tangga,
perlengkapan, kepegawalan, hukum dan orgamsasz dan hubungan

‘masyarakat; 5 7
g C. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan dan gaji,

akuntansi, verifikasi, ganti rugi, dan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan (TLHP) dan

’ d. pelaksanaan fungm lain yang chbenkan oleh atasan sesuai dengan
. tugas dan fungsmya.

’ Dalam melaksanakan tugas dan fungsn Sekretanat memiliki uraian
| tugas pekerjaan ter&n atas :

| a2 merumuskan fencana kerja ?@szgmtanat sebagai pedoman
3 pelaksanaan tugas % .

>
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; menyelenggarakan dan mengkoordmas&an perumusan
penyusunan repicana program dan anggaran, serta pemantauan,
evaluasi dan pelafporan di lingkungan dinas; .,

menyelenggarakan dan mengkoord1nas:kan pengelolaan urusan
keuangan, perbéhdaharaan dan gaji, akuntansi, verifikasi, ganti
rugi, dan deﬁ Lanjut Hasil Pemenksaan (TLHP) di lingkungan
dinas;

g menyelenggarak{é;h dan mengkoordinasikan‘ penataan organisasi
dan tatalaksand, urusan hukum dan hubungan masyarakat di
lingkungan dmas, _ '
melaksanakan sda.n mengkoordmas1kan urusan kepegawaian,
rumah tangga, pgrlengkapan dan tatausaha, di lingkungan dinas;
mengkoordmas&n pelaksanaan  program, = pengumpulan,
pengolahan dan § penya_nan data serta mformas1 di l.mgkungan dinas;

mengkoordmasﬂgan pelaksanaan kegiatan “teknis di lingkungan
dinas;

. membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan serta
mengevaluasi pefaksanaan tugas sekretariat dmas,

mengkoordmas1kan penyusunan Rencana Strategls (RENSTRA),

Rencana Kerja {I‘ahunan (RKT} dan Penetapan Kinerja (TAPKIN)
dinas; :

mengkoordmasﬂ%an penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKJ-IP) dan laporan tahunan dinas;

4 mengkoordmasx@n pelaksanaan reformasi B1rokra31 di lingkungan
dinas;

mengkoordmasx%n pelaksanaan. pelayanan publik sesuai  standar

dan penyelesamﬁ pengaduan pelayanan publik di lingkungan dinas;

A mengkoordmasxkan pelaksanaan Sistem Pengendaha.n Internal

Pemerintah (SPIE) di lingkungan dlnas, .

. mengkoordmasﬂmn penyampalan Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan dinas;

mengkoordinasikan penyampaian Laporan Harta Kekavaan

Aparatur Sipil Nm {LHKASN) di lmgkungan dinas;

. mengkoordmasakan bahan dan data penyusunan RPJPD, RPJMD,

RKPD, LPPD dan LKPJ; . : .

. melaksanakan nemlala.n kinerja pegawai d1 lm.gkungan sekretariat
sesuai dengan tugas dan kewenangannya;

memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan
dengan tugas dan fungsi sekrefanat,

melaporkan pelaksanaan tugas sékretanat kepada atasan; dan

rika oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya. ‘ ‘%’ “%

>
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Pasal 6

Sekretariat terdm dan
a. sub bagian perenmnaan dan keusngan; dan
i b. sub. bagian umum dan kepegawaian. '

: Sub bagian sebagaxma.na dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
§ scorang kepala sub bagian yang berkedudukan dibawah dan

) § bertanggung jawab kepada sekretaris.

Pasal 7

Sub Bagian Perencaaaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan
¢ penyiapan bahan kegordinasi dan penyusunan rencana program dan

i E anggaran, melakukén penyiapan bahan penyusunan laporan serta

¢ pengumpulan, pengblahan dan penyajian data serta pengelolaan
i keuangan.

Dalam melaksanakah tugas sebagalmana d.tmaksud pada ayat (1), Sub
? DBagian Perencanaan dan Keuangan memiliki uraian tugas pekerjaan

L terdiri atas : v i

a. menyusun rencana keg!atan sebagau pedoman pelaksanaan tugus;
: menyiapkan bah%n koordinasi rencana. prog;am dan.anggaran;
menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran;
menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;

menyiapkan dam mengendalikan bahan dala.m rangka perumusan
rencana dan pcrog.ram pembangunan di bldang komunikasi,
3 informatika, statzstlk dan persandian;

| mengadakan evalua31 dan pengendalian terhadap pelaksanaan
& . program dan angaran

o a0 o

. g menyiapkan b&an koordinasi penyusunan laporan serta

pengumpulan, pengolahan dan penya_uan data; “

h. menyusun Renmna Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja Tahunan
{RKT) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN} dinasy

i i. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LK]-'-iP) dan laporan tahunan dmas,

i j- menylapkan bakan dan data penyusunan RPJPD 'RPJMD, RKPD
dan LKPJ;

k. menghimpun daﬂ mengolah data, menyiapkan bahan penyusunan
3 rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas;
. 1. melaksanakan pengelolaan dan p¢ '

§.

:




m. melaksanakan pembukuan perhitungan anggaran dan verifikasi
serta perbendaharaan; %

n. melaksanakan = evaluasi, menyusun laporan dan
pertanggun’awaban atas pelaksanaan keuangan

0. mendokumentas:kan data hasil pelaksanaan program dan
‘ evaluasi; :

p- membagi tugas, membimbing; memeriksa dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas

q. melaksanakan penﬂman kinerja pegawai sesuai tugas dan
kewenangannya,

r. memberikan sa.ran dan pertimbangan kepada atasan yang
berkaitan dengart pelaksanaan tugas; dan

s. melaksanakan éugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyal tugas urusan
ketatausahaan, rumah tangga, organisasi, ketatalaksanaan,
penyusunan ba.han rancangan peraturan perundang-undangan,
fasilitasi bantuan hukum pengelolaan kepegawaian, koordinasi dan
penyusunan bahan ;;ega sama, publikasi, dan hubungan masyarakat
serta pengelolaan barang milik negara dan daerah.

Dalam melaksanakail tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki uraian tugas pekerjaan
terdiri atas :

a. menyusun rencana kegiatan subbagian umum dan kepegawaian
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 4

b. menyiapkan baﬁan urusan tata usaha, kepegawaJan, rumah
tangga, kehumasan tata persuratan dan kearsipan;

c. melaksanakan Eengelolaan surat-menyurat, tata# naskah dinas,
tata kearsipan, ‘urusan rumah tangga, keamanan kantor dan
penyelen,,garaan upacara, pertemuan, rapat dinas dan
kepustakaan; ¢ ,

d. melaksanakan tugas-tugas keprotokolan dan administrasi
perjalanan dinas;

e. melaksanakan “analisa kebutuhan dan pengadaa.n serta
pengadmmlst:'asian perlengkapan kantor dan perbekalan lain serta
inventarisasi terhadap barang—bara.ng, .

f. mengelola dan menglventansam banang milile Negara;

g. melaksanakan penyusunan laporan pert.—nggung;awaban atas

barang mventan% ok s;‘ <a

.



. melaksanakan } admm1stras1 kepegawalan yang  meliputi

pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi,

kenaikan p t, kenaikan gaji berkala, * pembinaan karier,

pengurusan snghargaan dan kesejahteraan pegawai serta

pensiun pegawai,

mengelola admﬁustra& tentang kedudukan dan hak pe@.wal,

menyusun administrasi dan evaluasi kepegawaian serta penyiapan

bahan pembmaan pegawai;

mempersiapkan- dan mengusahakan pemngkatan pengetahuan,

ketrampilan dan d1s1phn pegawai;

. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Négara (LHKPN) di lingkungan dinas;

menyiapkan an penyampaian Laporan Harta Kekayaan

Aparatur Sipil Négara (LHKASN) di lingkungan dinas; :

. menyiapkan peleksanaan reformasi bu'okrasu di lingkungan dmas,

. menyiapkan peiaksanaan pelayanan: pubhk sesuai standar dan

penyelesaian peagaduan pelayanan publik di lingkungan dinas;

. mengkoordinir ° ‘penyiapan pelaksanaan Sistem Pengendalian
Internal Pemermtah (SPIP) di lingkungan dinas;

. menyiapkan bahan dan data penyusunan LPPD;

. membimbing, ﬁlembagl tugas, memenksa dan mengevaluasi
pelaksanaan kegxatan i

melaksanakan pemla.lan kmer_;a pegawat sesuai tugas dan
kewenangannya,

melaksanakan koordinasi pengembangan kualttas sumber daya
aparatur dengan instansi pelaksana pendidzkan dan pelatihan;
melaksanakan * pengendalian ~dan evafuas1 ketatausahaan,
keprotokolan, rumah tangga, pengadaan da:; kepegawaian;

. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang
berkaitan dengan pelaksanaan tugas;

. melaporkan peL:ksanaan tugas kepada ataén dan
w. melaksanakan tugas lain yang chbenkan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

,g Bagian Eedua

Pasal S

Blda.ng Komumkas1 dan Informatika mempunyaa tugas melaksanakan
penyiapan perumusan, pelaksanzan lajian, keordinasi, sinkronisasi,
fasilitasi, sosialisasi dan distribusi, b:.mbmgan teknis dan supervisi
kebijakan komunikasi dan informatika di bilang komunikasi dan
diseminasi mformauka E . -
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) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Komunikasi gan Informatika menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bghan  perumusan kebijakan di  bidang
pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintahan
daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan
nasional dan bpemerintah daerah, penyediaan konten lintas
sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan
informasi  publik, layanan hubungan media, penguatan
kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses
informasi di kotz;

b. penyiapan  bahan .pelaksanaan = kebijakan di bidang
pengelolaan opini  dan aspirasi ~ publik di  lingkup
pemerintah daerah, pengelolaan Anformasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan 'pemerintah daerah,
penyediaan komten lintas sektoral dan pengelolaan media
komunikasi publik, pelayanan inform#si publik, layanan
hubungan media, penguatan kapasitas sumber  daya
komunikasi pubgik dan penyediaan akses informasi di kota;

. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria penyeler}iggaraa.n di bidang pengelolaan opini dan aspirasi
publik di lingkup pemerintah daerah,ipengelolaan informasi
untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;

% .

. Penyediaan konten lintas sektoral dan{ pengelolaan media
komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan
hubungan mediz, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi
publik dan penyediaan akses informasi di kota; ~
Penyiapan bahah pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang pengelciaan opini dan aspirasi ‘publik di lingkup
pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung
kebijakan nasiopal dan pemerintah daerah, penyediaan konten
lintas sektoral ,dan pengelolaan media komunikasi publik,
pelayanan  informasi publik, . layanan hubungan medie,
penguatan kapasitas sumber daya kemunikasi publik dan
penyediaan akses informasi di kota; -

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini
dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan
informasi untuk; mendukung kebijakan nasional dan pemerintah
daerah, penyedigan konten lintas sektoral dan pengelolaan media
komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan
hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi
publik dan peny@diaan akses informasi di kota; dan

melaksanakan fungx lain yang diberikan olek atasan sesuai dengan
bidang tugas darn fungsinya. L co
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Dalam melaksanak};ln tugas dan fungsi, Bidang Komunikasi dan
Informatika memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

a.

b.

menyusun renééna program dan Kkegiatan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas; .

melaksanakan perumusan kebijakan di  bidang pengelolaan
opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintahan daerah,
pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan
pemerintah daerah, penyediaan konten - lintas sektoral dan
pengelolaan media komunikasi  publik, pelayanan informasi
publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas
sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi
di kota; 4

menyusun rumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan
aspirasi publik* di lingkup pemerintah’ daerah, pengelolaan
informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah
daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media
komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan
hubungan media, penguatan = kapasitas sumber daya
komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kota;

melaksanakan penyusunan norme, standar, prosedur, dan kriteria
penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik
di lingkup pemerintah daerah, pengeiolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah; .

menyediakan Konten lintas sectoral dan pengelolaan media
komunikasi piiblik, pelayanan informasi publik, layanan
hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi
publik dan peny'?ediaan akses informasi di kota;

melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di
lingkup pemerintah daerah, pengelolaan - informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan ' pemerintah daerah,
penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media
komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan
hubungan media, periguatan ° kapasitas sumber daya
komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kota;

melaksanakan - bimbingan teknis dan supervisi terhadap
pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan pengelolaan opini
dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan
informasi untult mendukung kebijakan nasional dan pemerintah
daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media
komunikasi publik, pelaygnan informasi publik, "layanan
hubungan media, penguatan ~ kapasitas sumber daya
komunikasi publik dan penyedlaa:nL akses informasi di kota;

L -
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i i
h. melaksanakan ikoordinasi dengan instansi terkait - terhadap
pelaksanaan prbgram, kegiatan dan kebijakan komunikasi dan

informatika di bidang komunikasi dan dlsem;nam informatika;
i, membimbing, membagi tugas, memeriksa 'dan mengevaluasi

o

pelaksanaan program, kegiatan dan kebijgka.n komunikasi dan
informatika di bidang komunikasi dan disendinasi informatika;
j. melaksanakan pem}alan kinerja pegawai sesua1 dengan tugas dan

kewenangannyaj
R

k. memberikan saran dan pertimbangan lnepada atasan terkait

dengan pelaksaz;aan tugas; dan -
1. melaksanakan f§1ng11am yang diberikan oleﬁ atasan sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Bidang Komunikasi dan Informasi, terdiri dari :.

a. seksi komunika§i; dan "

b. seksi deseminasi informasi.
A

3

Seksi sebagaimansi dimaksud pada ayat (1) gipimpin oleh seorang
kepala seksi yang:berkedudukan. dibawah dan bertanggung jawab
kepada kepala bidang. R

. Pasalll '

A

Seksi Komunikasi miempunyai tugas penyiapan bahan: perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur,
kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, = serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten
lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, serta
penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan
akses informasi. T ’

Dalam melaksan _ A tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Seksi Komunikasi ‘memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

a. menyiapkan rencana program dan kegiatan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

b. menyiapkan lay%.nan perencanaan komunikasi publik dan citra

positif pemerintah daerah; .

'~ ¢. menyiapkan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten

lokal; - .

d. penyiapan pembuatan konten loﬁélé |

e. pengelolaan salguan komunikasi miilik pemermtah daerah / media
internal; L %ﬂgf" 'ﬁ?
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menyediakan béhan komunikasi bagi pu:npman daerah (briefing
notes, press relegse, backgroundersj; g

menyiapkan peiféiberdayaan dan penyed1aan akses informasi bagi
media dan lembaga komunikasi publik; o

pendapat); i,
menyiapkan perifgembangan sumber daya komunikasi publik;

. menyiapkan balian pengumpulan pendapat umum (survei, jajak

menyiapkan ﬁengelolaan dan atau :;f‘-_fasﬂitasi pos - dan
telekomunikasi daerah; :
g "

menyiapkan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral
lingkup nasiona;g. dan pemerintah daerah; : _
menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria kebijakan di bidang penyediaan konten lintas “sehioral
dan pengelolagh media komunikasi publik, serta penguatan
kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses
informasi; g - :

. melaksanakan jkoordinasi dengan instansi terkait terhadap
pelaksanaan program dan kegiatan kebijakan di bidang
penyediaan kdnten lintas sektoral dan pengelolaan media
komunikasi publik, serta penguatan kapasitas sumber daya

komunikasi publlik dan penyediaan akses informasi;

. menyiapkan bshan pemberian ‘bimbingan' teknis dan supervisi
kebijakan di Bidang penyediaan kontenj lintas sekioral dan
pengelolaan meflia komunikasi publik, serta penguatan kapasitas
sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;

melaksanakan%emantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan di bidang penyedisan konten: lintas sektoral dan
pengelolaan media komunikasi publik, serta penguatan kapasitas
sumber daya kamunikasi publik dan penyediaan akses informasi;

. membimbing, faembagi tugas, memeriksa dan mengevaiaasi
kegiatan yang b%rka: itan dengan pelaksanaan tugas;
melaksanakan ﬁemlalan kinerja pegawai sesuai dengan tugas dan
memberikan saran dan pertimbangan ]é’epada atasan terkait
dengan pelaksagaan tugas;

melaporkan ha&l kegiatan kepada atasan; dan’

melaksanakan jtugas lain yang diberi oleh atasan sesuai

dengan bidang fugas dan fungsinya.

A
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Pasal 12

Seksi Deseminasi informam mempunyai tugas penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan nOILiA,
standar, prosedur dan kriteria, dan pembenan bimbingan teknis
dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pelayanan mformasi ‘publik dan layanan hubungan media di Kota.

Dalam melaksanakaﬂ fugas scbagaimana d;maksud pada ayat (1),
Seksi Deseminasi In£orma51 menyelenggarakan fungsi :

a. menyiapkan rencana program dan kegnatan sebagai pedoman
pelaksanaan mgas,

. menyiapkan layaman pengolahan informasi. pubhk,
menyiapkan pel%ryanan informasi publik;

pengelolaan hubungan dengan medla (media relations);

menyiapkan layanan momtormg isu pubhk ;h media (media massa
dan sosial};

' g. menyiapkan WSI informasi ke ‘melalui med;a
pemerintah daemh dan non pememntah ‘ 3

9.

b

c

d. menyiapkan Iayanan dan pengolahan pengaduan masyarakat;
e

f.

A:- £

h. menyiapkan st mda jsasi. patukaran mfozma& untuk data base
informasi lmtas sektoral

i. menyiapkan pangolahan dan anahsxs duta . informasi untuk
mendukung koim:mkam publik lintas sektoral lingkup nasional
dan daerah;

j. menyiapkan balgan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria kebljékan di bidang pelayanan mformam publik dan
layanan hubungan med1ad1 kota; ]

' k. melaksanakan' ; kcordmas1 dengan - msmnsa. terkait terhadap

pelak: danlmga’mnkebgakandlh&dangpehyanan
informasi pubhkdaa layanan hubungan medla di kota;

1. menyiapkan bahan pembenan bimbin an teknis dan supervisi
. kebijakan di bidang pelayanan mformam pubhk dan layanan
hubungan medra di kota;

m. melaksanakan pemantauan, cvaluasx dan. gelaporan pelaksamaan
kebijakan di. b;dang pelayanan mformas1 pubhc dan layanan
hubungan medxa di kota;

n. memb:mbmg, membagx tugas, memenksa dan mengevaluasi
kegiatan yang berkaitan dengap pelak&anaam tugas;

o. melaksanakan mm]azan hneqa pegawai sesuai dengan tugas dan

kewenangannyc, CI kS
. ’&p P o " s
Rt S
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p. memberikan saran dan -pertimbanganv kepada atasan terkait
dengan pelaksanaan tugas;

q. melaporkan hasxikegatan kepada atasan; dan

. r. melaksanakan fugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
4 dengan bidang tugas dan fungsinya. “,

. Bagian Ketiga
Bitiang Teknologi Informatika
.o :

! Pasal 13

Bidang Teknologi Informatika mempunyai tugas penyiapan perumusan
i dan pelaksanaan li;ébijakan-, penyusunan northa, standar, prosedur
. dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
| pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang telematika dan
. aplikasi informatika! o

Dalam mehkmam tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
~ Bidang Teknologi thformauka ‘menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perwnusan dan pelaksanaan kébijakan, penyusunan

norma, standar‘,gvpmsedur dan mtena,danpembenan bimbingan

teknis dan supegvisi, serta pemantauan, evdluasi, dan pelaporan

di bidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery

b. layanan pengembangan intranet dan "‘?penggunaan akses

internet; ’ :

c. layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kota, layanan
keamanan inforgziasi e-Government; . . '

d. layanan manajemen data dan informasi e-Gevernment;

spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik

dan kepemerintahan; - Lo T

e. layanan pengembangan dan pengelolaan " aplikasi generik dan

f. penyelenggaraaii_'dan operasional layanan pengadaan barang/jasa
secara elektronﬁ; ' g

g. penyelenggaraan dan ~ operasional . layanan sistem informasi

manajemen p;cnggajlan ~dan tunjangart PNS/ASN lingkup
Pemerintah Kota; ' ' '

h. penyeleng araa;:l ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan
Government Chigf Information ©fficer {GCIO) pemenntah Kota;

i pengembangang sumber daya « TIK pemermtah daerah dan
masyarakat; E{? o i )

R S




. a.

b.

layanan nama d:.)mam dan sub domain bagi lembaga, pelayanan
publik dan kegiatan Kota; K

penyusunan no};n;na, standar, prosedur dar:i kriteria pelaksanaan
kebijakan perhiibungan di bideng telematika dan aplikasi
informatika; ¢ :
melaksanakan ‘pemberian bimbingan teknis dan supervisi
pelaksanaan keBijakan telematika dan aplikasi informatika;
pemantauan, evaluasi dan pelaporan pclaksanaan kebijakan
telematika dan a@hkas1 informatika; dan  *
melaksanakan fungs: lain yarig diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya. ‘
T

Dalam melaksanaké?x tugas dan fungsi, Bidang Teknologi Informatika
memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

‘menyusun renczna program dan keglatan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan nogma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di Hdang layanan infrastuktur dasar data center,
disaster recovery center & TIK; .

i

melaksanakan Iélyananpengembangan mtrénet dan penggunaan
akses internet;';j% - y °

melaksanakan l%.yanan sistem komunikasi intra pemerintah Kota,
layanan keamax;%an informasi e-Governmeng

melaksanakan Jayanan manajemen data dan informasi -e-
Government; . ‘

melaksanakan Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi
generik dan spesifik dan suplemen yang’ terintegrasi, integrasi
layanan publik gan kepemerintahan; e

melaksanakan * penyelenggaraan dan ffibperasional layanan
pengadaan barang/jasa secara elektronik;

penyelenggaraaé dan operasional ‘layanan sistem informasi
manajemen p%ngajlan dan tunjangan PNS/ASN lingkup
Pemerintah Kota; o

penyelenggaraaiﬁ ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan

Government Chigf lformation Officer (GCIO) pemerintah Kota;
pengembangan 2 ‘sumber daya TIK pemenntah daerah dan
masyarakat; - SIS ; * .

B
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i
i

i B
_ melaksanakan jayanan nama domain dan sub domain bagi
lembage, pelayapan publik dan kegiatan kota;
melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria
pelaksanaan kebijakan perhubungan di bidang telematika dan
aplikasi informatika; : ; .
. melaksanakan | pemberian bimbin; teknis dan supervisi
pelaksanaan kegiijakan telematika dan aplikasi informatika;

. menyusun norﬁ?,a, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan
program, kegiatan dan kebijakan di bidang i}elemaﬁka dan aplikasi

informatika; .

. melaksanakan ' bimbingan teknis dan/ supervisi terhadap

pelaksanaan pregram, kegiatan dan kebijakan di bidang telematika

dan aplikasi mfga'matka, _ v

. melaksanakan koordxna31 denigan instansi terkait terhadap

pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan di bidang telematika

dan aplikasi informatika;

_ melaksanakan pemantauan, eveluasi dan pelaporan pelaksanaan
program, kegiatan dan kebijakan di bidang telematika dan aplikasi

informatika;

membimbing, memba.gl tugas, memeriksa dan mengevaluasi

pelaksanaan pridgram, kegiatan dan kebijakan di bidang telematika

dan aplikasi mﬁﬁrma atika; '

melaksanakan penilaian kinerja pegawai sesuai dengan tugas dan

kewenangannya ‘ ' : ‘

ot memberikan saran .dan pert:mbangan ﬁepada atasan terkait
dengan pelaksai'iaan tugas;

4. melakukan pefnantauan, evaluasi dan pielaporan pelaksanaan
kebijakan tele::@%ﬁka dan aplikasi informatilea; - '

" v. melaporkan h sil pelaksanaan program, l@gtatan dan kebijakan

kepada atasan;dan -
w. melaksanakan .\tugas fain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

| Pasal 14
Bidang Teknologi I;ﬁormanka, terdiri dari :
a. seksi telemaﬁk%; dan
b. seksi aplikasi irfformatika.
Seksi sebagalmane‘ dimaksud' “pada ayat (1) l(hpu'.npm oleh seorang
kepala scksi yang‘;_berkedudukam dibawah dan bertanggung jawab
kepada kepala bidang. %@3 ;
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Pasal 15

Seksi Telematika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
serta pemantauan; ovaluasi, dan pelaporan: di bidang layanan
infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK,
layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet,
layanan sistem komunikasi intranet, layanan keamanan informasi e-
Government, layanan penyelenggaraan Government Chief Information
Officer (GCIO), pengembangan sumber daya TIK pemerintah Kota
dan masyarakat, dan layanan nama domain dan sub domain bagi
lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di Kota.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Seksi Telematika memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

a. menyiapkan rencana program dan kegiatan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas; :

b. menyiapkan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data
Center {DC) dan: Disaster Recovery Center (DRC);

c. menyiapkan leyanan pengembangan dan inovasi TIK dalam
implementasi e-Government; ‘

d. menyiapkan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam
pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika, Government
Cloud Computing; .

e. menyiapkan layanan pengelolaan akses internet pemerintah
dan publik; ¥ .

f menyiapkan layanan penyediaan prasarana dan  sarana
komunikasi pernerintah; o

g. menyiapkan layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan
sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan;

h. menyiapkan layanan monitoring trafik elektronik;

i. menyiapkan penyelenggaraan den operasional Teknis Jaringan
Intranet dan Inﬁemet Pemerintah Daerah;

j. menyiapkan lavanan penanganan insiden keamanan informasi
pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah; ’

k. menyiapkan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya
Manusia di bidang keamanan informasi;

1. menyiapkan layanan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Secara
Elektronik dan’ penyelenggaraan Sistemn Pengadaan Barang/Jasa
Secara Elektronik; k .

m. menyiapkan layanan Sistem Informasi Manajemen dan
administrasi Penggajian/ Tugjangan Aparatur Sipil Negara Daerah;

: Eog® g :
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. menyiapkan peﬁyelcnggaraan internet schat, kreatif, inovatif dan
produktif; . | |

layanan Perietap{an regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-
Government Kota; | f

. menyiapkan layanan koordinasi kerja sama lintas SKPD;

. menyiapkan lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat
serta non pemerintah; . ,
menyiapkan layanan peningkatan kapasitas aparatur “dan
sertifikasi teknis bidang TIK; . ‘
menyiapkan lafz'anan penyclenggaraan website pemerintah kota
dan tata kelola webhosting, domain dan sub domain;

menyiapkan layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam
pengelolaan dox;ga’in, portal dan website;
_ menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria kebijakan telematika; '
_ melaksanakan {koordinasi dengan instansi terkait terhadap
pelaksanaan program dan kegiatan kebijakan telematika;
- w. menyiapkan bahan pemberian bimbingan- teknis dan supervisi
kebijakan telematika; : - o
X melaksanalmnf_}emantauan, evaluasi danpelaporan pelaksanaan
kebijakan telematika;
% ; ? & N
y. membimbing, thembagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi
kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanagn tugas; :
. melaksanakan penilaian kinerja pegawa sesuai dengan tugas
kewenangannya; i
aa. memberikan saran dan pertimbangan Kepada atasan terkait
dengan pelaksapaan tugas; :
bb. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan
cc. melaksanakan ftugas lain yang diberikan olch atasan sesuai
dengan tugas dgn fungsinya. "

Pasal 16

Layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan
‘pengembangan dan;pe olaarf aplikasi generik, spesifik & suplemen
yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan dan
penyelenggaraan ekosistem TIK Sr%gt City di Kota. '
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) Dalam melaksanalan tugas scbagaimana d.unaksud pada ayat (1),
Seksi Aplikasi Informa‘uka memiliki uraian togas pekerjaan terdiri
atas:

a. menwapkan rencana program dan keg;aian sebagai pedoman
pelaksanaan tugas,

b. menyiapkan bahan penetapan standar format data dan mformaS1,
walidata dan kebuakan

c. menyiapkan laysnan recovery data dan mformas1,

d. menyiapkan layanan pengelolaan data elektromk pemerintahan
dan non pemenatahan ~

e. menyiapkan layénan peningkatan kapas1tas sumber daya manusia
dalam pemanfaatan sistem informasi pemenntahan dan sistem
informasi prubhk;

f. menyiapkan layanan pengembangan aplikési 'pemerintahan dan
pelayanan publik yang terintegrasi; ' ‘

g. menylapkan lafanan pemehharaan aphkasx kepemerintahan dan
publik;

h. menyiapkan layanan interoperabilitas dan mterkonektivitas;
i. menyiapkan laygnan pubhk dan kepemermtahan '

. . menyxapkan laganan pusat Applzeatzon ngmrmn Interface (API)
daerah; ,3,

k. menyiapkan lay%man mtegram pengelolaan TIK dan e-Government
Pemerintah Kota‘, _

L menyxapkan layanan pengembangan R.tszness Process Re-

engineerng pelayanan di lingkungan pemenntahan dan non
pemerintah (Stakeholder Smart City);

m. menyiapkan layanan Sistem Informas1 Smar&Czty
n. menyiapkan layanan mterakhf Pemenntah éan Masyarakat,

p. menyiapkan layanan pemngkatan kapas:’cas masyarakat dalam
implementasi e-’ Govemment dan Smart Clty

q. menyiapkan lay'man nnplementam e Govemment dan Smart City;
r. menyiapkan bahun promosi pemanfaatan layarian Smart City;

s. meny1apkan banan penyusunan n6rma, standar, prosedur, dan
kriteria kebljak:an di bidang aphkasx mformauka '

t+ melaksanakan fkoordinasi dengan instensi terkait terhadap

pelaksanaan pragram dan kegiaigh kebljakan di bidang aplikasi
mformat;ka, k 1 'S

P



u. menyiapkan bahan pemberian bimbingan' tekms dan supervisi
kebijakan di bldang aplikasi informatika; |

v. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan di bldgng aplikasi informatika;

w. membimbing, membagl tugas, memeriksa dan mengevaluas1
3 kegiatan yang berka1tan dengan pelaksanaan tugas;

x. melaksanakan pemlalan kinerja pegawai sesual dengan tugas dan
kewenangannya,

y. memberikan saran dan pert:mbangan kcpada atasan terkalt
dengan pelaksa:zaan tugas;

z. melaporkan has:l kegiatan kepada atasan; dan '

aa. melaksanakan tugas lain yang d1benkan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsmya

, Bagian Keempat :
B:&ang Statistik dan Persandian

Pasal 17

Bidang Statistik dan Persand1an mempunym tugas penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur dan kntena, dan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, serta pemantauan, evaluasi; dan pelaporan dibidang
~ statistik dan persa:gd:an ‘ y

dalam melaksanakan tugas sebaga:mana dn:naksud pada ayat (1),
Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi :

a. melaksanakan perumusan keb13akan teknis. dl bldang statistik dan
persandian; &

 b. pelaksanaan kebljakan teknis di bidang sta&tlk dan persandmn

c. penyusunan no;‘:ma, standar, prosedur dan lmj:ena pelaksanaan
kebijakan di bu&ng statistik dan pe

d. melaksanakan pembenan bunbmgan Eekms dan supervisi
pelaksanaan kebljakan di bidang statlstlk dan persandian;

e. pemantauan, eValuas1 dan pelaporan pel&sanaan kebijakan di
bidang statistik ‘ﬁan persandlan dan

f. melaksanakan fungsx lain yang dlbenkan oleh atasan sesuai
dengan tugas den fungsmya

(3) Dalam meiaksanakan tugas dan fung31, Bidang Statistik dan
Persandian methgl uraian tugeas, pekexjaan terdiri atas :

a. menyusun rencana p an v‘kegzafan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas, R

L,
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. menyiapkan bghan penyusunan pedoman dan petunjuk- teknis
dibidang statistik dan persandian; : ‘

A menginvetarisagéi dan menganalisa permaéalahan-permasala‘zan

yang berhubungan dengan sandi; )

. melaksanakanf' pencatatan/ agenda berita berita/radiogram baik

yang diterima ataupun yang dikirim dari pusat atau kota;
menyusun dan menyimpan data personil, materiil serta
inventarisasi data lainnya dari seluruh jaringan sandi pemerintah
daerah; .4

melaksanakanzfsegala kegiatan dan usaha untuk pengamanan
informasi persqmldan materiil sandi;

memelihara, menylmpan dan mengamankan dokumen dan alat-
alat sandi serté mengembangkan system dan alat-alat sandi;

. melakukan pengmman dan penerimaan berita dengan pesawat
telek atau mesin sandi;

melakukan penidataan berita/ radiologi yang bersifat rahasia yang
dikirim melalui hubungan persandiar, untuk selanjutnya
diserahkan kepada petugas sandi;

merencanakanfkegiatan urusan data dan stanst:k yang meliputi

data perencandan pernbangunan daerah;

menyiapkan b%than dan melaksanakan rencana strategis dan
rencana kerja bidang data statistik; :

menyiapkan data dan statistik bagai bahan-bahan LPPD
tahunan dan LPPD akhir masa jabatan walikota;

. menyiapkan béhan, data dan statistik sebagai bahan penyusunan
LKPJ tahunan dan masa akhir jabatan walikota;

. menyiapkan baha.n—bahan koordinasi penyusunan perencanaan
pembangunan;.daerah dibidang data dan stgﬁstik;

mengumpu]ka‘f} dan menganalisa perenéanaafn pembangunan
daerah dibidang data dan statistik Kota Surnga:t Penuh;

, melaksanakani penelitian dan peng‘embahga_n daerah dibidang
data dan statistik; : .

melaksanakan‘iiz;pengelolaan data informasi pembangunan daerah;

melaksanakaniz; pelaporan data dan informasi pendukung
penyelenggaraan statistik daerah; '

menyiapkan bahan pend{ikung 'penyeleﬁggaraan survei antar
sensus daerah; . ‘ :
melaksanakan - pengembangé%i;i jejaring statistik khusus skala
kota; T '

»
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u. menyusun norina standar, prosedur, daq kriteria pelaksanaan
program, kegxafan dan kebijakan;

i

v. melaksanakan% bimbingan teknis dan , supervisi terhadap
pelaksanaan pmgram kegiatan dan kebijakan'

w. melaksanakan * ‘koordinasi dengan instansi terkait terhadap
pelaksanaan program kegiatan dan kebijakan;

%. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
program, kegaﬁan dan kebijakan;

y. membimbing, membagl tuges, memeriksa ‘dan mengevéh.lasi
pelaksanaan pragram kegiatan dan kebgakan

z. melaksanakan pemlaxan kinerja pegawai sesual dengan tugas dan
kewenangannya,

aa. memberikan . saran dan pertimbangan kepada atasan terkait
dengan pelaksanaan tugas;

bb. melaporkan haSﬂ pelaksanaan program, kegatan dan kebijakan
kepada atasan;: dan

cc. melaksanakan. *tugas lain yang d1benkan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsmya ’

? Pasal 18
Bidang Statistik dan Persax_ldian terdiri dari :
a. seksi statistik; dan

b. seksi persandiar

- Seksi sebagaJmana d1m aksud pada yvat (1) chpzmpm oleh seorang
kepala seksi yang ‘berkedudukan dlbawah dan bertanggung jawab
kepada kepaia bidaﬁg

R

1 Pasal 19

Seksi Statistik mempunyal tugas penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan

kriteria, dan pembenan bimbingan teknis ‘dan supervisi, serta
pemantauan, evaluas1, dan pelaporan dibidang stanshk.

Dalam melaksanal@n tugas se bagaimana dmxaksud pada ayat (1),
. Seksi Statistik memahki uraian tugas pekerjaan terdm atas :

a. menyiapkan rencana program dan keg;atan sebagai pedoman
pelaksanaan m@s,

b. menyiapkan bahan penyusungx perumusan kebijakan dibidang
- statistik; :

:.5
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menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan chbzdang Statlstlk,

. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar prosedur, dan
kriteria kebuakan dibidang statistik; s

menyiapkan bahan dan melaksanakan rencana strategis dan
rencana kerja btﬂang data statistik;

menyiapkan da‘ta dan statistik sebagal bahan-bahan LPPD
tahunan dan LPPD akhir masa jabatan walikota;

menyiapkan bahan—bahan data dan statistik sebagai bahan
penyusunan LKP‘J tahunan dan masa akhir jabatan wahkota,

. menyiapkan bahan—bahan koordmas1 penyusunan perencanaan
pembangunan daerah dibidang data dan statistik;

mengumpu]kan ' dan menganalisa peren@naan pembangunan
daerah dlbzdangjgdata dan statistik kota sungai penuh;

melaksanakan ﬁ?neliﬁan dan pengembangai: daerah dibidang data
dan statistik;

. melaksanakan pengelolaan data informasi pembangunan daerah
kota sungai penéh

melaksankan pelaporan data dan mformas1 penduktmg
penyelenggaraaﬁ statistik daerah - ;,»

. menyiapkan bahan pendukung penyelengaraan survei antar
sensus daerah;

. melaksanakan - koordmas1 denga.n mstans1 terkait terhadap
pelaksanaan pmgram dan kegiatan kebijakan dibidang statistik;

. menyiapkan bai"xan pembenan b:mbmgan tekms dan supervisi
dibidang sta’as@&,

. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan d1b1da1g statistik;

. membimbing, éembagl tugas, memenksa dan mengevaluas1
kegiatan yang berkaxtan dengan pelaksanaan tugas;

melaksanakan pemlalan kinerja pegawa1 sesual dengan tugas dan
kewenangannya,

memberikan saran dan pertlmbangan kepada atasan terkait
dengan pe]aksanaan tugas;

melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan

u. melaksanakan %ugas lain ¥ang d1benkah oleh atasan sesuai
dengan tugas da‘n fungsmya

oo o ‘
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k Pasal 20

Seksi Persandian mempunyal tugas menyxapkan bahan perumusan
. dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur
dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
' pemantauan, evaluas1, dan pelaporan dibidang persandlan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dmaksud pada ayat (1),
Seksi Persandian memﬂ]kl uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

a.

b.

0

menyiapkan rencana program dan keglatan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas

menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan dibidang
persandian; ¥

menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang persandian;

d. menyiapkan - bahan penyusunan norma, standar, prosedur; dan

kriteria kebljakan dibidang persandian;

menyiapkan bahan penyusunan pedoman ‘dan petunjuk teknis
dibidang persanchan

mengmvetansasz dan mengana.hsa pemasahhan-peMasalahan
yang berhubung,an dengan persandian; _

melaksanakan mncatatan /agenda benta—benta /radiogram;
menyusun ‘dan menyimpan data persoml materiil serta

inventarisasi da@ lamnya dari seluruh Janngan sandi pemerintah
daerah; #

melaksanakan segala kegiatan dan usaha untuk pengamanan
informasi persornl dan materiil sandi;

memelihara, menyimpan dan me ngama.nka.n dokumen dan alat-
alat sandi serta mengembangkan system dan alat-alat sandi;
melakukan pengmman dan penerimaan be ta dengan pesawat
telek atau mesm sandi;

melakukan pendataan berita/ radiologi yang bers;fat rahasia yang
dikirim melalui hubungan persandian,. untuk selanjutnya
diserahkan kepa.da petugas sandi;

melaksanakan : koordinasi dengan msta1151 terkait terhadap
pelaksanaan program dan kegiatan & kebijakan dibidang

menylapkan bahan pemberian bunbmgan teknis dan supervisi
dibidang persaﬂd.zan

melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan d1b1d$ng persandzan

membimbing, membagl tugas,,g‘ memenksa dan mengevaluas1
kegiatan yang berkattan dengan gelaksanaan tugas;

EN
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% q melaksanakan penilaian kinerja pegawai sesuai dengan tugas dan
o kewenangannya; ' :

r. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait
dengan pelaksafaan tugas;

s. melaporkan hagl kegiatan kepada atasan; dan

melaksanakan etugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya. £
i":

i BAB III 4
KEL?MPOK JABATAN FUNGSIOKAL

Pasal 21

. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas menyusun program kerja
. dan membuat laporan mingguan, bulanan, triwulan, semester: dan
. tahunan kegiatan perigawasan kepada Kepala Dinas melalui bidang
. terkait. | L

Pasal 22

4 (1) Kelompok jabatan fingsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang

terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan dang keahliannya.

. & (2) Setiap kelompok sel‘.aagalmana dzmaksud pada anat (1) dipimipin oleh
§  scorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. -

- £ (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta kemampuan
keuangan daerah. -

: (4) Jenis dan jenjang Jabatan fungsional sebe a.tmana dimaksud pada ayat
| (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang beriaku.

BAB IV
} TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan' tugas Kepala Dinas, ‘Sekretaris, Kepala Bidang,
Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib
menerapkan prinsip koordinasi, infegra i dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupurf-antar satuan’ organisasi perangkat
daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar
Pemerintah daerah sesuai dengan tugasgnasing—maj'sing.

R 4
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kepada bawahan. -

b

9 _Pasal 24

deE

Setiap pimpinan sétuan organisasi wajib mengawasi bawahannya
masing-masing daﬁ bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yarig diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-

B

' Setiap | piinpinan orga.msas1 bertanggungjawab memimpin dan

mengkoordinasikan . bawahan masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk

dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan
laporan berkala tepat pada waktunya. S

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari
bawahannya wajib 'diolah dan dipergunakan ‘sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk ;;:nemberikan petunjuk

i

Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib di aikan kepada satuan organisasi lain yang secara

fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam melaksanak;lan tugas setiap pn:npman satuan organisasi

_dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan

masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 25
. Segala biaya yang t:mbul akibat ditetapkan Peraturan Walikota ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
é Sungai Penuh. e B ’
| Pasal 26

Segala sesuatu yang béium diatur : dalam Peraturaq Walikota ini sepaniang
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Walikota sesuai dengan Eetenmanyangberlaku

A




BAB VII
+ KETENTUAN PENUTUP
q - |

Dengan ditetapkannya ':;Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Sungai

& Penuh Nomor 41 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok; Fungsi dan Tata Kerja

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Sungai Penuh
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. :

: Pasal 28 f
Peraturan walikota ini mula:. berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang ‘f;i:inengetahujzwa, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Sungai Penuh. ; B

E Ditetapkan di Sungai Penuh
T : pada tanggal 17 November 2016

WALIROTA SIINGAI PENUH,

2 “ )

H. ASAFRI J}AYA BAKRI

' Diundangkan di Sungai ?enuh

¢ pada tanggal 17 November 2016
/—\ IS DAERAH

i
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